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ABSTRAK

Sistem bagi hasil merupakan system di mana dilakukannya perjanjian atay ikatan
bersama dalam melakukan ussha, Di dalam usaha terscbut diperjonjikan sdanva
pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat sntara kedua belah pibak atau lebil..
bagi basil dalam system perbankan syariah merupakan ciri khusus vang ditawarkan
kepada masyarakat, dan didalam aturan syariah vang berkaitan dengan pembagian hasi|
wsana harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besamyvs
pencntuan bagi basil antara kedua belah pihak ditentukan scsual kesepalatan bersama,
dan harus terjadi dengan adanya kerelaan di masing-masing pihak tanpa adenya unsur
paksaan. Namun bukan berarti dalam pelaksanaan pembisyaan mudharsbah pihak sahibul
maal dan mudhartb terlepaskan dari permasalahan.

Dalam skripsi ini penulis mengangkat beberapa permasahan yang tiombul antara lab
mengenal system penerapan bagi hasil pembiaysan mudharabah oleh hank dengan pihak
mudharib, faktor-faktor apa vang menjadi patokan bank dalam penerapan nisbah baai
hasil dari pembiayaan mudharababy, dan cara penyeleszian terhadap kendala-kendala vang
terjadi pada nisbah bagi hasil.

Dalam  penelitian  ini penulis menggunakan pendekatan  yuridis sosialegis, vakni
memperhatikan norma-norma hukom vang  berlakue  dan dibubungkan  dengan
pelaksaznnya di lapangan. Maka pelaksanaan penelitizn mengacu pada pengaturas
berdasarkan kitab suei Al-Quetan, Al-hadist, Undang-LUndang No.21 Tahun 2008 tentan,:
Perbankan Syariah dan Undang-Undang No. 10 tentang Perbankan, KUHPerdata terutana
mengenal Buko 11 dan Buku [T mengenai hukum jaminan dan hukum perjaniian

Dari hasil penelitian di lapangan dapst disimpulkan bahwa (17 Pada Bank Muoamaly

penerapan systern nishah hagi hasil dari pemblayaan mudharsbah dengan pibak mudhsrib
adalah  lebih  menerspkan  metode  revenue  sharing  yaitu  metode bl
hasil‘pendapatan‘penghasilan. (2} Faktor-Taklor vang menjadi patokan bank dalam
penerapan nisbah bagi hasil dari pembiayasn mudharabah adalah berdasarkan pendapatar
dan biaya ussha mudharabah, juga kebijakan akunting yang secara tidak langsung
dipengaruhi oleh berjalannya akiifitas sehubungan denpgan pengakuan pendapatan dan
bizya. (3} Cara penyelesaian kendala-kendala vang terjadi pada nisbah bagi hasil dapat
diselesatkan apabila para mudharil selama menjalankan usaba secara transparan terhaday
bank dan mengikuti prinsip syariah secara benar, serta Bank Muamalat dapat menerapkan
mekanisme control dan pengawasan terhadap usaha mudharib. Apabila tidak terdapa:
kata mufakat maka dilanjutkan melalid Badan Arbitrase Mouamalat Indonesia,



BAB1

PENDAHULUAN

A, Latar Belakang Masalkah

Lembaga keusngan memiliki peranan srategis dalam perkembangan
perckonomian suaty Megara, yeitu dalam lalu lintas pembayaran serta penyedizan
dana wntuk pembavaran dan peryelenggaraan pembangunan, Peranan lembaga
keuangan tersebut tidak dapat dipisahkan dard tivan perbenkan nasional.

Fungsi pechankan selain menghimpun dana masyarskal juga menyalurkan
dana masvarakat dalam bentuk pemberian pembiayvaan, Pemberian pembiayaan
itn adanya berdesackan persetujusn atau kesepakatan pinjam meminjam uang
antara hank sehagai kreditur dan pihak lain sebagai debitur dalam jangka wakiu
tertenty vang telah disetujui atau disepakat bersama dan akan melunasi uangnya
denpan sejumlzh bunga, imbalan alan pembavaran hasil keuntungan.

Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 pasal | butir 12
member peluang beroperasinya bank dengan system hagi hasil keuntungan,
Peluang tersebut lehih mendapatkan pijakan hukurn yang pasti dengan keluarmya
Peraturan Pemerintah Momor 72 Tzhun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip
Bagi Hasil.

Lahirmya Undang-Undsmg Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas
Undang-Undang Nomer 7 Tahun 1992 menvebutkan Bank Umum dan Bank
Perkreditan Rakyal menyvedizkan pembiayass dan penempatan dana herdasarkan

prinsip svariah sesual dengan ketentuan yang ditetapkan aleh Bank [ndonesia.



I

Nank svariah adalah bank vang melaksanakan kepiatan usaha berdasarkan prinsip
svariah, vaity perjanjian berdasarkan hukum islam antars bank dan pibak untuk
penvimpanan dana dan atiu pembiayaan kepiatan usaha, @au Kegiaton lainnya
yang dinvatakan sesuai dengan syriah.

Menurut Undang-Undang Perbankan Namor [0 Tahur 1998 pasal 1 angka
13, zalah salu jasa perbankan syariah adalzh pemberian pembiayaan mudharabah,
Yaitu perjanjian antara pemilik modal wang atay barang dengan penguszha
{entreprencnr). Muodharabah merupakan hubungan berkaitan antara dua pihak
waite pemilik dana atan harta dan pihak yang memilki keahlian atau pengalaman.
Dalam perjanjian ini pemilik modal bersedia membiayal sepenubnya alas
provekiusaha dan penpusaha setuju unluk mengelola provek tersebut dengan
pembagian hasil sesuai dengan perjanjian, Pemilik modal udak dibenarkan ikut
dalam pengelolasn usaha, tapi diperbalebkan dalam membuat wselen don
melakukan pengawasan.

Dengan lahirmva Bank Syarish yang heroperasi berdasarkan sistem bag
hasil sebagai altematifl pengganti bunga pada bank-bank  konvensional,
merupakan peluang bagi umat Islam untwk memanfaatkan jasa bank seoptimal
mungkin. Dikandingksn dengan bank sistem kenvensional, sistem perbankan
svarish khususnya dalam hal pembiaysan berdasarkan prinsip bagi hasil
miudharabat mempunyal karskterisith tersendii vang berbeds dengan sistem
pemberian kredit dengan bank konvensional, seperti bagaimanakah nisbah bagi

hasil pembiayvaan pada perjanjian pembiayaan mudharabah.



BAB IV

PENUTUD

A, Kesimpulan

Salah satu svarat yang cukup menentukan keberhasilan penerapan konsep
mudharabal dalam masyarakat secars luas szdalah sistem akuntansi vang
selain sesual denpan konsep svariah juga harus dapat menentukan tingkar
tesikn dari transaksi, Sistem akuntansi dan kevangan vang baik dan
mendorong konsep syariah akan menjedi salah satu mekanisme kontrol vang
baik dalam menghasilkan kantrak mudharabal.

Bank dalam menerapkan nishah bagi hasil selalu berpatokan  Kepada fakror-
faktor anatara lain kelancaran jalannya usaha dari madhiarib, besar keuntungan
vang akan diperoleh dari pembiayazn, prospek usaba mudfarih, kejujuran
mudharib, dan sumber daya masyarakal.

Kendala yang biasanya terjadi pada pembiavaon  mindharebaf berups
kelemahan karena adanva moral hazard dari pelako usaha (mdharif) yvang
cendrung untuk memaksimalkan keuntungan, sshingga return vang akan
didapat eleh bank sebagai salibnd maal menjadi berkurang.

Hal tersebut diatas merupakan suatu resiko vang tingei bagi bank, fakior
resiko vang tingpi menyebabkan sahibad maal akan meminta jaminan, resike
vang tinggi ini terpilang dari informasi yang kurang lenghap dar pihak vang
terlibat. Resiko disebabkan oleh dua hal, vaitn resiko vang sudah menjadi

sunnatullah dalam berusaha dan resiko moral hazard pelaku usaha (mnelharib],
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